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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabay’ ini
merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana
pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau? dan bagaimana
pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian
warisan pada masyarakat Minangkabau?

Data penelitian yang dihimpun melalui pembacaan buku-buku yang dijadikan
scbagai bahan pustaka selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif
analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data-data yang
telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian didapatkan, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
berpandangan bahwa dalam pembagian warisan tidak boleh melaksanakan
pembagian warisan menurut hukum adat yang selama ini berlaku di daerah
Minangkabau. Aturan fara’id harus diterapkan dalam proses pembagian warisan.
Bahkan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi mengatakan bahwa orang yang
tidak melaksanakan aturan Allah SWT dan Nabi Muhammad dalam hal pembagian
warisan adalah orang kafir.

Para ulama fikih berpendapat bahwa ketetapan Allah yang langsung
berhubungan dengan kehidupan masyarakat (bidang mu’amalah) terbatas pada yang
pokok-pokok saja. Sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena itu,
maka berlakulah asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan
kecuali ada larangan dalam al-Qur’an dan hadis. Karena masalah waris merupakan
permasalahan hak dan kewajiban individu terhadap harta waris, maka setiap ahli
waris mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap harta waris tersebut,
termasuk melaksanakan pembagian waris menurut hukum adat.

Dari pemaparan di atas, penulis mengungkapkan bahwa pemikiran Syaikh
Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian waris
Minangkabau sangatlah tepat. Apabila terjadi kematian, menurut Syaikh Ahmad
Khatib al-Minangkabawi harta warisannya harus dibagi menurut fara’id,
pembagiannya tidak boleh dengan melaksanakan hukum adat. Tidak ada tawar
menawar di dalamnya. '
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam telah menjelaskan secara eksplisit maupun implisit
mengenai peralihan harta yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
Peralihan ini bisa saja terjadi secara otomatis atau tidak. Peralihan harta tersebut
dapat berupa zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat serta waris. Ketentuan
mengenai peralihan harta ini telah diatur secara jelas di dalam al-Qur’an serta
hadis nabi Muhammad SAW, yang merupakan pedoman bagi umat manusia agar
tercapailah kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Salah satu bentuk peralihan harta yang terjadi dapat berupa waris.
Masalah kewarisan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hukum
kewarisan sudah dikenal sejak zaman pra-Islam. Sebelum agama Islam datang,
yang berhak mendapatkan warisan adalah anak lelaki dewasa yang dapat
menjaga kehormatan keluarganya. Sedangkan anak perempuan serta anak laki-
laki yang belum dewasa tidak akan mendapatkan harta warisan.’

Allah SWT menjelaskan permasalahan waris ini secara terperinci di
dalam al-Qur’an, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33,

dan 176 dan surat a/-Anfal(8) ayat 72 dan 75, serta surat al-Ahzab (33) ayat 6.

! Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 308.



Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis tentang permasalahan

peralihan harta berupa waris ini. Di antara hadis mengenai waris ini adalah:
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Artinya: “Musa bin Isma’il menceritakan kepada kami bahwa telah
menceritakan Wahaib, menceritakan kepada kami Tawus dari bapaknya, dari
Ibn ‘Abas RA: dari Rasulullah SAW bersabda, “Berikan bagian warisan kepada
ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat ”
(Muttafaq Alaih)
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Artinya: “Ishaq bin Mansur telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Asim dari
Ibn Juraij dari ‘Amr bin Muslim dari Tawus dari ‘Aisyah berkata: telah
bersabda Rasulullah SAW: “Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris orang yang
tidak memiliki ahli waris”. (HR. Tirmizi).
Para ulama fikih sepakat bahwa pertama-tama yang harus dilakukan
terhadap harta warisan adalah memberikan bagian kepada ahli waris yang telah

ditentukan berdasarkan ketentuan Allah SWT. Perbedaan pendapat hanya

terdapat pada jumlah pemilik bagian tersebut dan siapa yang berhak memperoleh

> Abii Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Tbrahim bin al-mugirah al-Bukhari, Sahif
Bukhariy, Volume VIII, (Beirut: Dar Elfiker, 1993), 494,

* Abii ‘Isa Muhammad bin “Isa bin Saurah bin Miisa bin ad-Duhak, Sunan Tirmiziy, Juz TV
(Beirut: Dar el-Fiker, 1994), 367.



bagian lebih dari bagian tetap.* Para ulama fikih tersebut tidak membahas secara
jelas tentang keharusan membagi harta warisan menurut aturan Allah SWT atau
boleh melakukan pembagian warisan menurut kesepakatan ahli waris serta tidak
menggunakan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Para fukaha’ sepakat bahwa dalam pembagian warisan tidak dapat
ditetapkan dengan jalan muwalah (bantu-membantu). Sedangkan menurut
pendapat an-Nakha’i, dalam pembagian warisan dapat ditetapkan dengan
muwalsh. Hanafi mengatakan bahwa muwalah dan akadnya harus dibatalkan
selama belum batal.®

Dalam masyarakat Minangkabau, salah satu daerah adat Indonesia yang
terdapat di daerah Sumatera Barat yang memiliki sistem kekeluargaan
matrilineal, sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan kolektif. Dalam petitih
adat Minangkabau, disebutkan “dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun
ka kamanakan”. Mamak yang dimaksudkan di sini adalah saudara laki-laki ibu.
Yang dapat diturunkan atau diwariskan dalam masyarakat Minangkabau tersebut
adalah “sako” (gelar dan jabatan) dan “pusako” (harta benda).

Setiap harta yang didapat, tidak boleh dibagi-bagikan oleh penerima.
Setiap harta pusaka dijaga keutuhannya demi menjaga keutuhan kaum kerabat.

Antara kemenakan laki-laki dan perempuan yang menerima harta pusaka

4 Muhammad Jawad Mughniyah, Figik Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2010), 549.
5 Al- Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat Mazhab, (Bandung:
Hasyimi, 2010), 327.



memiliki kewenangan yang berbeda. Laki-laki mempunyai hak mengusahakan,
sedangkan perempuan berhak memiliki.5

Semenjak Islam masuk ke daerah Minangkabau, berdasarkan hasil
keputusan para pemuka adat dan pemuka Islam seperti yang tertuang dalam
konsensus Marapalam, maka secara konseptual, adat yang berlaku di
Minangkabau harus sejalan dengan ajaran Islam. Segala adat yang tidak sejalan
dengan aturan Islam dinyatakan tidak berlaku lagi. Petitih adat Minangkabau
mengatakan “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, syara’ mangato,
adat mamakai”. Adat berdasarkan “syara’” (hukum), sedangkan “syara’”
berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Apabila terdapat aturan adat yang
menyalahi “syara’”, maka yang dipergunakan adalah aturan “syara’’, sedangkan
aturan adat yang telah ada ditinggalkan.

Kenyataannya pada masyarakat adat Minangkabau, aturan adat yang
menyimpang dari “syara’” masih banyak diterapkan pada masyarakat adat
Minangkabau. Termasuk dalam hal hukum waris. Hukum waris Islam yang
menganut sistem waris individual bilateral sangat berbeda jauh dengan sistem
waris adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau masih menerapkan
sistem kewarisan matrilineal dengan cara pembagian harta warisan, perdamaian

melalui musyawarah mufakat. Setiap persengketaan yang terjadi di dalam

CAA Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: PT
Pustaka Grafitipers, 1986), 159.



masyarakat adat Minangkabau, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah
mufakat. Sesuai dengan pepatah adat “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek
mufakat”.

Hukum Islam memperbolehkan melakukan pembagian warisan dengan
tidak mengikuti aturan yang terdapat di dalam al-Qur’an. Para ahli waris jika
dengan kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan secara
hukum adat sehingga anak perempuan dan laki-laki dapat pembagian yang sama,
maka dianggap sah dan tidak bertentangan menurut hukum Islam.”

Pada masyarakat Minangkabau, kemenakan (anak dari saudara
perempuan) adalah ahli waris yang sah terhadap harta pusaka, sedangkan
menurut hukum waris Islam kemenakan ditempatkan sebagai Zawi/ arham yang
akan mendapatkan warisan apabila ahli waris yang lebih dekat tidak ada.®
Kenyataannya, pada masyarakat adat Minangkabau, harta warisan tetap
dibagikan menurut hukum adat.

Karena terjadinya pertentangan antara hukum waris adat dengan hukum
waris Islam inilah, salah satu ulama pembaharu yang berasal dari Minangkabau,
Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi menyatakan pendapatnya. Ahmad
Khatib menulis dalam kitabnya ad da’7 al-masmu’ fir rad ‘ala man yuwarrisu al-

ikhwah wa awlad al akhwat ma’a wujud al usul wal furu’ . “Bahwasanya orang

"Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 217,
lihat juga Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 287.
® Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 289.



Jahiliah sebelum diutusnya nabi kita Muhammad SAW berpusaka dengan
menyalahi syariat, tetapi tatkala datang nabi kita Muhammad SAW dengan
syariat dari Allah SWT dan nyata bagi mereka itu jalan yang hak, maka beriman
mereka dengan segala hukum syariat dan tiadalah mereka memilih hukum yang
mereka inginkan”.’

Selanjutnya mengenai waris adat Minangkabau, Syaikh Ahmad Khatib
al-Minangkabawi mengatakan: “Adakah akan sempurna iman kamu apabila
menyuruh Allah SWT dengan berpusaka berdasarkan hukum yang telah
diturunkan-Nya kepadamu, kemudian Parpatiah menyuruhmu berpusaka kepada
kemenakan. Maka kamu mengikuti suruhan Parpatiah dan meninggalkan suruhan
Allah SWT. Adakah dinamai mu’min kamu jika seperti itu pekerjaan kamu”,'°

Sependapat dengan gurunya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi,
Abdul Karim Amrullah seorang ulama yang juga berasal dari daerah
Minangkabau menegaskan bahwa hukum waris Islam harus dipraktekkan oleh
masyarakat muslim Minangkabau. Bukan melaksanakan hukum waris adat yang

berasal dari leluhur Minangkabau, yaitu Dt. Parpatiah nan Sabatang, Dt.

Katumanggungan, serta Cati Bilang Pandai yang menganut ajaran agama Budha.

° Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ad da7 al-masmu’ fir rad ‘ala man yuwarrisu al-ikhwah wa
awlad al akhwat ma’a wujud al usul wal furi’, (Makkah: 1311 H), 3.
' bid, 3-4.



Tidak ada tawar menawar dalam menerapkan hukum Islam dan praktek Islam

harus dibersihkan dari segala jenis penyimpangan.''

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti

mengenai permasalahan pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat

Minangkabau, yang dituangkan dalam judul, “Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib

al-Minangkabawi tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat

Minangkabau”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam

penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1.

2.

Orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan.
Sebab-sebab mewarisi di dalam Islam.
Pembagian ahli waris di dalam Islam.

Asas-asas hukum kewarisan Islam.

. Proses pembagian warisan yang diatur di dalam al-Qur’an dan hadis.

Aturan mengenai hukum kewarisan di Indonesia.

. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang kewarisan.

! Murni Djamal, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan
Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), 44.



Untuk mempermudah pembahasan, penulis membatasi masalah dalam
pembahasan ini, yaitu:
1. Pelaksanaan pembagian waris di dalam adat Minangkabau Sumatera Barat.
2.Pembagian warisan yang diatur menurut hukum Islam.
3.Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang pelaksanaan
pembagian warisan di lingkungan adat Minangkabau.
4. Aturan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang proses pembagian

warisan.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah
pokok dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimanakah pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang

pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau?

. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang
membahas tentang perdamaian dalam proses pembagian warisan, di antaranya:
1. Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa

terhadap Pasal 183 KHI di Indonesia). Skripsi oleh Ma’ruf Jauhari, Fakultas



Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000). Skripsi ini membahas latar belakang
penetapan pasal 183 KHI, dasar hukum dan metode istinbgt hukum pasal
183, implikasi ditetapkannya pasal 183, serta tinjauan hukum Islam terhadap
perdamaian ahli waris dalam pembagian harta warisan.'?

2. Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam). Skripsi oleh Agus Efendi. Skripsi ini membahas
tentang tinjavan hukum Islam terhadap pasal 183 KHI, yang telah banyak
dipakai oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan persoalan kewarisan
mereka. Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum
lain yang telah tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan di
masyarakat, dan nyata-nyata Adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan,
ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu
tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri."

3. Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Tesis oleh Fitrotin Jamilah. Tesis ini membahas tentang deskripsi
kesepakatan damai menurut pasal 183 KHI dan bagaimana implementasi

kesepakatan damai dalam pembagian waris di Pengadilan Agama Bangil.

12 Ma’ruf Jauhari, Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa
terhadap Pasal 183 KHI di Indonesig), Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah,
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

13 Agus Efendi, Pembagian Warisan Secara Kekelvargaan (Studi terhadap Pasal 183 Kompilasi
Hukum Islam), Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2009.
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Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam tidak

menerapkan kesepakatan damai dalam hal pembagian warisan.'*

4. Islamic Law Versus Adat (Debates About Inheritance Law and The Rise of
Capitalis in Minangkabau). Tesis oleh Yasrul Huda (Faculty of Art and
Faculty og Theology Leiden University, 2003). Tesis ini membahas tentang
perdebatan antara hukum Islam dengan hukum adat pada masyarakat adat
Minangkabau."®

5. Penyelesaian Pembagian Waris Dengan Prinsip Kesepakatan
(Kekeluargaan). Artikel oleh Salman SHI, MA Calon Hakim pada Pengadilan
Agama Cilegon,)

Jadi, jelas bahwa penelitian yang penulis angkat dengan judul,

‘“Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi tentang Pelaksanaan

Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau” belum pernah dibahas dan

dipublikasikan.

" Fitrotin Jamilah, Kesepakatan Damai Pembagian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam,
Tesis pada Jurusan Ilmu Agama Islam Bidang Konsentrasi Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2009.

'> Yasrul Huda, Islamic Law Versus Adat (Debates About Inheritance law and the Rise of
Capitalism in Minangkabau), Tesis pada Faculty of Art and Faculty of Theology, Leiden University,
Netherlands, 2003.
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E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:
1. Mengetahui pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau.
2. Mengetahui pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang

pelaksanaan pembagian warisan di Minangkabau Sumatera Barat.

F. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-
kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan
memperkaya ilmu pengetahuan tentang pemikiran Syaikh Ahmad Khatib Al
Minangkabawi tentang pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat
Minangkabau.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau
literatur bagi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel khususnya dan

para pembaca pada umumnya dalam bidang kewarisan.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan
judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub

judul sebagai berikut:
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1. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi

Pemikiran adalah pendapat atau pandangan hukum Islam Syaikh Ahmad
Khatib Al Minangkabawi tentang perdamaian dalam hukum kewarisan Islam.
2. Pembagian Warisan

Pembagian adalah memberikan harta warisan kepada orang yang berhak
menerimanya (ahli waris).
3. Minangkabau

Minangkabau adalah salah satu suku adat di daerah Indonesia yang

mendiami dari daerah Sumatera Barat atau daerah rantau.

H. Metode Penelitian
Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis
memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu
sebagai berikut:
1. Data yang akan dikumpulkan
Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung
jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis
membutuhkan data sebagai berikut:
a. Data mengenai pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

tentang pembagian warisan, baik dikutip langsung dari tulisan-tulisan
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Ahmad Khatib sendiri, maupun karangan orang lain yang membahas
tentang pemikiran tersebut.
b. Data menyangkut ketentuan umum mengenai hukum waris, terutama

pembahasan seputar ketentuan perdamaian pembagian warisan.

2. Sumber Data
a. Sumber primer:
Buku-buku karangan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yang
memuat pendapat beliau tentang pembagian warisan, di antaranya:
1) Ad da7 al-masmu’ fir rad ‘ala man yuwarrisu al-ikhwah wa awlad al
akhwat ma’a wujud al usul wal fura’
2) Al Manhaj al masyru’
b. Sumber sekunder
1) Yasrul Huda, Islamic Law versus Adat : Debates about Inheritance
Law and The Rise of Capitalism in Minangkabau
2) Fatchur Rahman, /lmu Waris
3) Sayyid Sabiq, Figh Sunnah
4) Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia
5) Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam
6) Sukris Sarmadi, ZTransendensi Keadilan Hukum Waris Islam

Transformatif
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7) Idrus Hakimy, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau
8) A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan
Minangkabau.
9) Muhammad Yusuf Musa, At-Tirkatu wal Mirasu fil Is/am.
3. Teknik pengumpulan data
Oleh karena penclitian ini adalah dengan menggunakan penelitian
pustaka, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran
bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa
sumber data yang telah diperoleh tersebut, yang kemudian diolah dan
klasifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.
4. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data terkumpul secara deskriptif maka langkah
selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan menggunakan langkah
sebagai berikut
a. Pengolahan data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh
tersebut secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian
dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, dan
kesatuan kelompok data. Sehingga data tersebut tersusun secara runtut,

sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.'®

' Mukti Fajar, Dualisme Penclitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 180.
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b. Pengukuran data menggunakan analisa kualitatif, yaitu penilaian yang
dilakukan dari data yang tidak berupa angka, akan tetapi dalam bentuk
konsep atau pengertian abstrak, sehingga menghasilkan bahan untuk
rumusan deskripsi.

¢. Menganalisis data tersebut untuk merumuskan deskripsi pemikiran Syaikh
Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang perdamaian dalam proses
pembagian warisan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.
Deskriptif berarti memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan
obyek penelitian.'”

Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang
telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses
pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses
berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu

kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya

tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

' Ibid, 183.
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Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum
yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup
latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, teknik
pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab kedua berisi landasan teori, bab ini membahas tentang pengertian
waris, dasar-dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, asas-asas
kewarisan dalam Islam, kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga tentang pembahasan, bab ini membahas tentang Islam dan
adat dalam budaya Minangkabau, pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam,
serta pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Minangkabau.

Bab keempat berisi tentang analisis, bab dua yang merupakan landasan
teori yang berisi tentang masalah umum kewarisan, menganalisis bab tiga yang
berisi tentang data penelitian yang mencakup tentang Islam dan adat dalam
budaya Minangkabau, pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam, serta
pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau schingga
menghasilkan bab empat yaitu analisis

Bab kelima tentang penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam
rumusan masalah, sedangkan saran tidak boleh keluar dari pokok masalah yang

dibahas.



BABII
KEWARISAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Kewarisan
a) Menurut Bahasa
Kata waris berasal dari bahasa Arab. Bentuk kata kerjanya adalah
warasa-yarisv dan kata masdarnya miras, wirsan, wirasatan, dan irsan.
Dalam literatur Arab akan ditemukan kata mawaris, bentuk jamak dari
kata miras. Namun banyak kitab fikih yang menggunakan kata fara’id
yang merupakan sinonim dari kata mawaris. Sedangkan dalam hadisnya,
Rasulullah SAW menggunakan kata fara’id.'
Al-Qur’an menggunakan tiga jenis kata dalam menunjukkan
adanya kewarisan, yaitu:
1. AlIrs
Kata al-irs§ mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang
kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada

kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.> Bahkan dapat

! Ahmad Kuzari, Sistem Asabah: dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Ti inggalan, (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 1996), 1.
? Muhammad Ali al-Shabuni, a/ Mawaris £ Syariah al-Islamiab, diterjemahkan oleh Samhuiji
Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), 90.

17
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pula mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada Manusia
berupa kitab® dan surga*.’
2. Al-fara’id

Kata fara’id merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang
berasal dari kata fargdu dengan makna takdir.® Selain itu, kata fardu dapat
berarti gat ‘v (ketetapan)7 dan inzal (menurunkan).® Kata farida
dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya
dengan saham yang pasti.” Istilah faridah merujuk kepada aspek realitas

ahli waris untuk melaksanakan hukum."°

3 ke be it gl e gt 8 (kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang
kami pilih di antara hamba-hamba kami), surat Fatir (35) ayat 32.

 bylu i oh oesssih 084 ol ((vakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di
dalamnya), surat al-Mu’minun (23) ayat 11.

5 Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qor’an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir
Tematik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23

$ Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, Jilid 3, (Beirut: Dar Elfkr, 2009), 1003.

7 ¢dop G itad Ly 84f 2978 85 (... padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah)
seperdua dari yang telah kamu tentukan...), surat al-Baqarah (2) ayat 237.

8 o sl ) @i & (sesungguhnya (Allah) mewsjibkan engkau (Mubammad) untuk
(melaksanakan hukum-hukum) al-Qur’an...), surat al-Qasas (28) ayat 85.

® Ali parman, Kewarisan dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir
Tematik, 29.

1 mid, 30.
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3. At-tirkah

At-tirkah menurut ulama Hanafi merupakan sesuatu yang
ditinggalkan oleh si mayat yang tidak mempunyai hubungan hak dengan
orang lain. Sedangkan menurut ulama Syafi‘iyah, tirkah adalah segala
sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal baik
berupa harta, hak, ataupun yang lainnya.'’

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (d), tirkah (harta
peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa
harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

b) Menurut Istilah
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala
sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas
harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli
warisnya.12 Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris Islam adalah
aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria
dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat

berdasarkan ketetapan Allah SWT."

! Muhammad Yiusuf Miisa, Ar-Tirkatu wal Mirdsu £il Islam, (Kairo: Darul Ma’rifah, 1960),
73.

12 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), 141.

1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum
Agama Hindu, Islam, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 9.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (a), disebutkan
bahwa “ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing”. Jadi, berdasarkan pengertian di atas tidak ada perbedaan hukum
kewarisan di dalam Islam dengan hukum kewarisan yang diatur di dalam
KHI.

2. Dasar-dasar Hukum Kewarisan
Dasar sumber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur’an, hadis, dan
ijtihad."* Begitu juga dalam hal waris, dasar hukumnya dapat kita lihat di
dalam ketiga sumber hukum tersebut.
1. Al-Qur’an
Allah SWT menjelaskan permasalahan waris secara rinci di dalam
Al-Qur’an, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33,
dan 176 dan surat a/-Anfal (8) ayat 72 dan 75, serta surat al-Ahzab (33)
ayat 6.
a) Surat an-Nisa’ (4) ayat 7, di dalam ayat ini diatur tentang penegasan
bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan.
15 QI B & &ad slely 523905 oS BF & &l Jiszy
Py gt Gt 55 2, 5

¥ Al-Qur’an surat an-Nisd ayat 59,
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Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

b) Surat an-Nisa’(4) ayat 8, di dalam ayat ini diatur mengenai pembagian

terhadap kerabat, anak yatim, serta orang miskin.

16’.,9, 0% of ’4,‘° o2 44017 2 ,roz r’tez fno "’zo-o e 5.

Go3%s V58 o 15lssg & cA3550 Estells sty st Jf ae i as i3
Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,
anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari

harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang
baik”.

c) Surat an-Nisa’ (4) ayat 11, ayat ini mengatur tentang bagian yang

didapat anak, ibu-bapak, serta permasalahan wasiat dan hutang.

Lﬁ&élswlgy;wf)‘foyummb"_}ajfiur’fﬂbfdiiﬂr&p‘,_,',

O 85 G 2080 gt 2o 80 453Y5 Catadl (s Sty 23 g5 85 U

s 4 08 o Al 36 gl B 5 4 2K 156 5 4 o8
35 5

$80 &ol 24l o3 v o3ty ot

Vi wge 06 &) b g a1
Artinya: “Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu): bagian seorang anak
laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak
itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta
yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal)
mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan

3% o g 433 G 2pA2Y

L

15 Departemen AgamaRl, al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, 78.
1 mid,
" Ibid,
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dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di
atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah
dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana”.

d) Surat an-Nisa’ (4) ayat 12, yang mengatur tentang bagian duda, janda,

serta bagian saudara-saudara dalam hal ka/a/ah.

,J)trg;-' S o ,uzug,é 51(;§_;'_|,2f jbw‘&b

B3y 83 S T Oy B G g 5 o8 51 et S 5 0
.‘.56@5;5‘;,;35“@6}:&,,’_,,4,40,‘& Q,,e {45 35 140 06
be BTEHP 5500 s o 2805 2t o 215 T f s g
‘”‘w‘“’ﬁwﬁw‘umwwwww@w

é

Pds p
Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat
yang mercka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah
dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-
utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu, setelah
(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya

%-

8 1bid,79.
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dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

e) Surat an-Nisa’(4) ayat 33, yang mengatur mengenai mawali.

e 3y 2SO0 232 5y 553905 ol 85 & (Jiss s 9K
Pilgs so2 38 Je osdn by
Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami
telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh
kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu
telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka
bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu ”

f) Surat an-Nisa’ (4) ayat 176, menerangkan mengenai arti kalalah dan

mengatur mengenai bagian saudara-saudara dalam hal ka/a/ah.

@

""c‘/ ac P o5 217 o1 . < 29 . P Q 4 42 20,
aia Gl 221405 5 8 o e 0 0 01 g 2858 a5 o ieeg
W s 34 G ool L2l st @A M 2 & g N et i ft s
"0l 855 G ol gl 3551 B8 0P 5 d 28 8 &) @y ks B8

;wﬂgﬁjb@&rﬁﬁjl@w‘wi’y;ﬂw;u, Yis, 553

20, ..
Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu),
jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai
saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu)
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak
mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan
perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian
dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,
agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

" Ibid, 83.
2 1bid, 106.
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2. Hadis

a) Dari Jabir menurut riwayat Tirmizi

P

o s 2p g0 23 A A Gl u»u,sau, A 2 s
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Lfy ol g g sty JUG wg2e J. rlﬂ,wm S 4l J

L 8l 345 s U 2 u.a;i
Artinya: “‘Abd bin Humaid menceritakan kepada kami bahwa
Zakariyyak bin ‘Adiy, mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin
‘Amr dari ‘Abdillah bin Muhammad bin ‘Aqil dari Jabir bin ‘Abdillah,
telah berkata dia bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW, janda
dari Sa’ad bin Rabi’ dan berkata: Ya Rasulallah, ini dua orang anak
perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu dalam
perang Uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah
mereka, dan tidak menyisakan bagi mereka harta peninggalan, dan
mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta.
Nabi SAW bersabda: Allah akan memberi keputusan. Lalu turunlah
ayat tentang kewarisan. Nabi SAW memanggil paman mereka dan
bersabda: berikan dua pertiga bagi dua orang anak Sa’ad, seperdelapan
untuk ibunya, dan sisanya ambillah untukmu”.

G\g

b) Hadis dari ‘Imran bin Husain menurut riwayat Tirmizi

2! Abu ‘Tsa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Miisa bin ad-Duhak, Sunan Tirmiziy, Juz IV,
361. Berkata Abi ‘Isya, bahwa hadis ini sahih.
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22 3y Jub ses B3l L« 200 B0y J6 ghe g J W S
2 iaib = A8 8 Juses J5 g s
Artinya: “Hasan bin ‘Arafah menceritakan kepada kami bahwa Yazid
bin Harun telah menceritakan dari Hammam bin Yahya dari Qatadah
dari Hasan bahwa ‘Imran bin Husain telah datang kepada Rasulullah
SAW dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya
meninggal dunia, lalu apa yang saya dapat dari warisannya?. Nabi

SAW bersabda: kamu mendapat seperenam”.

3. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan
Rukun waris merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dilakukan
pembagian warisan. Di antara rukun-rukun waris adalah:”

1. Mauris, dinamakan juga dengan firkah dan miras yaitu harta atau hak
yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris?®, setelah diambil untuk
biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang serta melaksanakan wasiat.

2. Muwaris (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki
ataupun hukum. Dalam KHI pasal 171 huruf (b), “yang dimaksud dengan
pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan

meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan

ahli waris dan harta peninggalan”. Dalam hal ini terdapat sedikit

2 Ibid, 365. Berkata Abii ‘Isya, hadis ini hasan sahih.

B <Abdullah bin Muhammad bin Ahmad at-Tiyar dan Jamal ‘Abdul Wahab al-Halfiy,
Mabahisu fi ‘Ilm al-Faraidi, Nasyirin: Maktabah al-Rusyd, 2010), 16-20.

% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Beirut: Dar elfikr, 2006) juz 3, 1005.



26

perbedaan, dalam hal agama. Menurut KHI, seorang pewaris tersebut
haruslah beragama Islam.

Waris, (ahli waris) merupakan orang yang akan mewarisi harta yang
dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
Sama dengan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris ini juga
disyaratkan beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau perkawinan
dengan pewaris, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli
waris.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris mewarisi

adalah:®

1.

Matinya muwaris

2. Hidupnya waris

3. Tidak ada penghalang mempusakai

Syarat-syarat pewarisannya adalah bahwa seseorang tersebut

meninggal secara hakiki atau secara hukum, ahli waris secara pasti masih

hidup, dan mengetahui golongan ahli waris®®.

x Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama,

2002), 4.

% Ali ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut alQur’an dan Hadis, (Bandung: Trigenda Karya,

1995), 46.
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4. Sebab-Sebab Menerima Warisan
Setelah Islam datang, masalah hukum waris disempurnakan. Bahkan
Allah SWT menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci di dalam Al-
Qur’an, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa’(4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176
dan surat a/-Anfal (8) ayat 72 dan 75, serta surat a/-Ahzab (33) ayat 6.
Setelah ayat-ayat tentang kewarisan ini turun, maka sebab-sebab agar
dapat saling mewarisi antara seseorang dengan orang lain, adalah:
1. Hubungan keturunan (zasab) atau hubungan kekerabatan (al-garabah)
Hubungan kekerabatan atau keturunan adalah hubungan
kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya kelahiran. Yang termasuk
hubungan nasab adalah furu‘ al mayyit yaitu anak dan cucu hingga ke
bawah, as/ al mayyit yaitu bapak atau ibu dan kakek atau nenek ke atas,
dan a/ hawasyi yaitu saudara dari yang meninggal, baik saudara kandung,
sebapak, ataupun seibu.?’
2. Hubungan semenda (az-zaujiyyah)
Hubungan semenda adalah hubungan keluarga yang terjadi karena
perkawinan yang sah.?® Antara suami dan istri terjadi saling mewarisi
selama mereka masih dalam ikatan perkawinan. Apabila perkawinan putus

tidak terjadi lagi hubungan kewarisan.

2 Ibid, 309.
2 Ibid,
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3. Memerdekakan hamba (wa/a’)

Hak mewarisi karena memerdekakan hamba hanya terjadi pada
orang yang memerdekakan (tuannya). Sedangkan hamba yang
dimerdekakan tidak memiliki hak waris dari tuannya.”’ Hubungan wala’
ini sudah tidak dijumpai pada saat sekarang ini.

Selain ketiga sebab tersebut, menurut mazhab Maliki dan Syafi‘i
Jihad al Islam (keislaman), yaitu bait al-mal juga merupakan sebab saling
mewarisi, apabila tidak ada ahli waris karena sebab yang di atas.>

Kompilasi Hukum Islam pasal 173 menyebutkan bahwa, penghalang
seseorang menjadi ahli waris adalah, karena:
a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris
b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

dengan hukuman S tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

» Ivid,
* bid, lihat juga pada Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisen Islam: Konsep
Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37.
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5. Asas-asas dalam Kewarisan
Setelah mengetahui siapa saja yang berhak menerima harta warisan,
pembahasan mengenai waris tidaklah mungkin terlepas dari asas-asas hukum
waris Islam itu sendiri, yaitu:
1. Asas Ijbari

Yang dimaksud dengan Zjbari adalah berpindahnya harta warisan
dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis yang bagiannya sesuai
dengan yang telah ditetapkan Allah SWT.»' Tidak ada yang dapat
mengganggu atau menentang bagian yang telah ditetapkan kepada ahli
waris tersebut.

Asas Jjbari dapat dilihat dari beberapa segi yaitu yang pertama
dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal
dunia, dan yang kedua dapat dilihat dari segi jumlah harta yang telah
ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Dan unsur jjbari lain yang
terdapat dalam hukum kewarisan Islam adalah penerima harta peninggalan
sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan
darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.>?

Asas jjbari ini terdapat dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam

ayat (2) yang berbunyi “Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah

3! Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 17-18.

2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), 143.
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bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak
dan kewajibannya.
4. Keadilan berimbang
Harus adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dalam
penerimaan harta warisan.>® Di dalam al-Qur’an disebutkan nilainya yaitu
2:1 antara lelaki dengan perempuan. Umur bukanlah menjadi faktor yang
membedakan ahli waris. Dalam hubungannya dengan materi, keadilan itu
bermakna keseimbangan antara kewajiban dan hak. Hak atau bagian yang
diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau
kewajiban masing-masing terhadap keluarga.’® Dilihat dari segi kebutuhan
sesaat terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan anak kecil dengan
orang dewasa tidaklah adil, peninjauan kebutuhan bukan hanya bersifat
sementara tetapi juga dalam waktu yang lama.>’ Asas keadilan berimbang,
terdapat di dalam pasal yang membahas tentang besarnya bagian yang
diperoleh, yaitu pasal 176 sampai pasal 180.
5. Peristiwa kematian
Tanpa adanya peristiwa kematian, tidaklah berlaku hukum waris.

Tidak ada yang disebut pewaris, harta warisan, maupun ahli waris. Dalam

% Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, (Jakarta: Sinar Grafika,
1995), 37.

* Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, halaman 146,

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 27,
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hukum kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku yaitu
kewarisan individual, kolektif, serta mayorat. Individual bercirikan adanya
pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem
pembagian pada masyarakat patrilineal ataupun masyarakat bilateral.*®
Asas ada yang meninggal dunia, terdapat dalam pasal 171 pada bab
ketentuan umum.

Dilihat dari asas-asas yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum
Islam di atas, jelaslah bahwa terdapat persamaan di antara asas-asas
tersebut dengan asas-asas yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis.

Dalam sistem kewarisan kolektif, harta warisan dimanfaatkan
secara produktif terutama bagi mereka yang membutuhkan. Biasanya
harta yang diwariskan berbentuk harta pusaka.*’Apabila hukum waris
Islam akan diterapkan dalam sistem kewarisan ini, maka di antara ahli
waris bisa terjadi perdamaian. Sedangkan dalam sistem kewarisan

mayorat, anak tertualah yang menguasai seluruh harta warisan.*’

38 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, 78.

% Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

“ id, 7-8.



33

6. Macam-macam Ahli Waris Serta Bagiannya
Ada dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah

2. Ahli waris sababiyah, timbul karena perkawinan yang sah serta
memerdekakan hamba sahaya (wa/@’).

Hal ini senada dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 174

Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bagian yang diterima, ahli waris terbagi tiga, yaitu:*'

1. Ahli waris zZu/ fara’id, yaitu mereka yang mendapat bagian-bagian yang
telah ditentukan,*

2. Ahli Zul qarabat atau ‘asabah, merupakan sebutan untuk ahli waris yang
dekat pertalian kekerabatannya dengan pewaris.”* Besamnya bagian harta
yang mereka dapatkan tidak ditentukan. Mercka mendapat sisa harta
setelah dibagikan kepada Zu/ far3’id atau akan mendapatkan seluruh harta
apabila tidak ada ahli waris zu/ fara’id.

3. Ahli waris Zawil arham (kerabat jauh), yaitu orang yang mempunyai
hubungan darah dengan pewaris dari pihak wanita saja. Mengenai bagian

ahli waris ini masih diperselisihkan oleh para sahabat, #25;7n, dan ulama

fikih.

a Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesis, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981),72-82.
2 Ibid,
“ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, 80,
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Pendapat pertama mengatakan bahwa kelompok Zawi/ arham tidak
memiliki hak kewarisan sama sekali. Di antara yang berpendapat demikian
adalah dari kalangan sahabat Zaid bin Sabit (61 1-665) dan Ibnu Abbas, dari
kalangan ¢abi’in Sa’id bin Musayyab (15-94H) dan Sa’id bin Jubair (45-94H),
serta dari kalangan ulama terkenal seperti Sufyan as-Sauri, Imam Malik,
Imam Syafi‘iy, dan Ibnu Hazm.** Harta warisan selanjutnya diberikan kepada
bait al-mal apabila tidak ada zu/ fara’id dan ‘asabah.** Pendapat kedua
mengatakan dalam keadaan tidak ada ahli waris yang terdiri dari Zu/ fara’id
dan ‘asabah, maka Zawil arham memiliki hak untuk mewarisi. Pendapat ini
dianut oleh Khulafah Rasyidin, Tonu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Mu’az bin
Jabbal dari kalangan sahabat, Muhammad bin Sirin dan Ata bin Abi Rabah
dari golongan 7ab;i’7n, serta ulama fikih terkenal seperti Abu Hanifah, Ahmad
bin Hambal, dan Abu Yusuf. Alasannya surat a/-Anfal(8) ayat 75.%

2 P
45 8 s o s 1 23 s e s s 1, ol
Ta iz Ji. AR PR Et

-,

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan
berjihad bersamamu maka mercka termasuk golonganmu. Orang-orang yang
mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap
sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

“ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 310.
“ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, 81.
% Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 310,

4 Departemen Agama Rl, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, 186.
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Dalam pasal 191 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “ Bila
pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak
diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan
Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan
agama [slam dan kesejahteraan umum”.

1. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian
kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris
nasabiyah ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan,

yaitu:*8
a) Ahli waris laki-laki: anak laki-laki (a/-ibn), cucu laki-laki garis laki-
laki (ibn al-ibn), bapak (al-ab), kakek dari bapak (a/~jad min Jihat al-
ab), saudara laki-laki sekandung (al-akh al-syaqgiq), saudara laki-laki
seayah (al-akh Ii al-ab), saudara laki-laki seibu (a/-akh /i al-um), anak
laki-laki saudara laki-laki sckandung (ibn al-akh al-syaqig), anak laki-
laki saudara laki-laki seayah (ibn al-akh Ii al-ab), paman-saudara
bapak sekandung (a/- ‘am al-syaqiq), paman seayah (a/- ‘amm I al-ab),
anak laki-laki paman sekandung (ibn al-‘am al-syaqiq), dan anak laki-

laki paman seayah (/bn al-‘am Ii al-ab). Berdasarkan pasal 174 ayat

48 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 50-53.
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(1) huruf (a) golongan laki-laki hanya terdiri dari: ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki, paman, dan kakek.

b) Ahli waris perempuan, yaitu anak perempuan (al-binf), cucu
perempuan garis laki-laki (bint al-ibn), ibu (al-umm), nenek garis
bapak (al-jaddah min jihat al-ab), nenek garis ibu (a/~jaddah min Jihat
al-umm), saudara perempuan sekandung ( a/-ukht al-syaqgiqah), saudara
perempuan seayah (a/-ukht Ii al-ab), serta saudara perempuan seibu
(al-ukht li al-umm). Sedangkan huruf (b) menyebutkan bahwa
golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dari nenek.

2. Ahli waris Sababiyah
Abli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya
timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

a) Sebab perkawinan, yaitu suami atau istri

b) Sebab memerdekakan hamba sahaya

3. AlFurud al-Mugaddarah dan Macam-macamnya
Al-furud al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan
besar kecilnya di dalam al-Qur’an. Macam-macamnya diatur dalam al-

Qur'an ada enam yaitu: setengah (an-misf, sepertiga (al-sulus),

seperempat (al-rubu‘), seperenam (al-sudus), seperdelapan (a/-$umun), dan

dua pertiga (al-sulusan al-sulusain).
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4. Ahli waris ashab al-furud dan hak-haknya
a) Anak perempuan berhak menerima bagian )% jika sendirian serta tidak
bersama anak laki-laki, serta mendapatkan 2/3 jika dua orang atau
lebih dan tidak bersama anak laki-laki. Diatur juga dalam pasal 176

Kompilasi Hukum Islam.

b) Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima:
1) Y jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub
2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan
tidak mahjub
3) 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan,
tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub.
c) Ibu berhak menerima bagian (pasal 178 KHI)
1) 1/3 jika tidak ada anak atau cucu (far‘v waris) atau saudara dua
orang atau lebih
2) 1/6 jika ada far‘u waris atau dua orang saudara atau lebih
3) 1/3 dari sisa dalam masalah garrawain, yaitu apabila ahli waris
terdiri dari suami/istri, ibu, dan bapak.
d) Bapak berhak menerima bagian (pasal 177 KHI)

1) 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
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2) 1/6 + sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan
garis laki-laki
3) Jika bapak bersama ibu:
e Masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu, atau saudara dua orang
atau lebih
e 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya jika tidak ada anak,
cucu, atau saudara dua orang atau lebih
e Ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk
suami/istri.
Nenek, jika tidak ter-mafjub mendapatkan bagian 1/6 jika sendiri dan
1/6 dibagi rata apabila lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
Kakek jika tidak ter-malijub berhak mendapatkan:
1) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki
2) 1/6 + sisa jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak
laki-laki
3) 1/6 atau mugasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau
seayah setelah diambil untuk ahli waris lain
4) 1/3 atau mugasamah bersama saudara sekandung atau seayah jika
tidak ada ahli waris lain.
Saudara perempuan sekandung jika tidak ter-mahjub berhak menerima

bagian:
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1) %2 jika seorang dan tidak bersama-sama saudara laki=laki
sekandung

2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki
kandung

Saudara perempuan seayah, jika tidak ter-mafjub berhak menerima

bagian:

1) Y jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki seayah

2) 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki
seayah

3) 1/6 jika bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung,
sebagai pelengkap 2/3

Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama.

Apabila tidak ter-4ijab, berhak menerima bagian:

1) 1/6 jika seorang diri

2) 1/3 apabila dua orang atau lebih

3) Bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung ketika
bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (musyarakah).

Suami berhak menerima bagian (pasal 179 KHI)

1) % jika tidak mempunyai anak atau cucu

2) Y jika bersama anak atau cucu

k) Istri berhak menerima bagian (pasal 180 KHI)
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1) % jika tidak ada anak atau cucu

2) 1/8 jika bersama anak atau cucu.

5. Ahli

waris ‘asabah dan macam-macamnya

‘Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ‘asab al-

furud. Sebagai ‘asabah, kadang kala menerima seluruh harta warisan,

terkadang menerima sedikit, tetapi kadang tidak menerima bagian sama

sekali karena habis diambil oleh ashab al-furud.

a)

b)

Ada tiga macam ahli waris ‘asabah, yaitu:

‘Asabah bi nafsih yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya
sendiri berhak menerima bagian ‘asabah. Mereka adalah : anak laki-
laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis
bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak
laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki
secayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman
sekandung, anak laki-laki paman seayah, mu‘tiq dan atan mu ‘tigah.
‘Asabah bil ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena
bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian
sisa. Mereka adalah: anak perempuan bersama-sama dengan anak
laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-

laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan
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saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan seayah bersama
dengan saudara laki-laki seayah.

c) ‘Asabah ma‘al ghairyaitu ahli waris yang menerima bagian ‘asabah
karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima ‘asabah.
Mereka adalah: saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih)
karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau
bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih),
saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan
anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

6. Ahli waris Zawil arham
Zawil arham menunjuk kepada ahli waris yang tidak termasuk ke
dalam ahli waris ashab al-furud dan ashab al-‘asabah. Menurut penelitian
Ibnu Rusyd, ahli waris yang termasuk Zawi/ arham adalah:
a) Cucu (baik laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan
b) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (bint al-akh)
¢) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (bint
al-ukht)
d) Anak perempuan dan cucu perempuan paman (bint al- ‘amm)
¢) Paman seibu (a/- ‘arnm Ii al-umm)
f) Anak dan cucu saudara laki-laki seibu (aulad al-akh Ii al-umm)

g) Saudara perempuan bapak (a/-ammah)
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h) Saudara-saudara ibu (a/-khal dan al-khalah)
i) Kakek dari pihak ibu (a/~jadd min jihat al-umm)
j) Nenek dari pihak kakek (a/-jaddah min jihat al-jadd)

Terlepas dari perselisihan tersebut, figaha’ jumhur menetapkan dua
syarat agar ahli waris Zawil arham dapat menerima harta peninggalan
kerabatnya yang telah meninggal, yaitu jika sudah tidak ada ashab al-
furud atau ‘asabah sama sekali, dan apabila hanya bersama-sama dengan
salah seorang suami atau istri. Jika Zawil arham itu hanya seorang diri,
baik laki-laki maupun perempuan, ia menerima seluruh harta peninggalan,
sedangkan apabila dia bersama salah seorang suami atau istri, maka ia
menerima sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri.*’

Akan tetapi apabila Zawi/ arham itu lebih dari seorang, para figaha’
berselisih pendapat tentang asas dan cara membagikan harta peninggalan
tersebut, yaitu:so
a) Asas al-qarabah, yaitu suatu asas dalam membagikan harta

peninggalan kepada Zawi/ arham berlandaskan dekatnya nasab antara
zawil arham dengan orang yang meninggal. Zawil arham yang

hubungan nasabnya lebih dekat didahulukan daripada yang lebih

 Suparman Usman, Figh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
1997), 85.
* Ipid, 85-86.
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jauh.’! Asas ini dianut oleh fugaha’ Hanafiyah, Imam al-Baghawi dan
Imam al-Mutawally (fugaha’ Syafi’iyyah), serta Kitab Undang-
undang Hukum waris Mesir.>

b) Asas al-tanzil, yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan
kepada Zawil arham dengan menempatkan mereka kepada status ahli
waris yang menjadikan sebab (mudlabihi) adanya pertalian nasab
dengan orang yang meninggal dan menggantikan bagiannya.
Mudlabihi yang hendak ditempati kedudukannya itu disyaratkan ahli
waris asabul furud atau ‘asabah.>® Asas ini dianut oleh ‘Alqamah, al-
sya’by, Masyrug, Abu Nu’aim, al-Hasan bin Ziyad, dan para imam
mazhab yang empat selain Abu Hanifah.

¢) Asas al-rahm, yaitu suatu asas dalam membagikan harta warisan
kepada Zawil arham berdasarkan kepada rahim (kerabat) secara
keseluruhan. Menurut asas ini, seluruh ahli waris zawi/ arham berhak
mendapatkan bagian yang sama.>® Asas ini dianut oleh Hasan bin

Muyassar dan Nuh bin Zirah.>*

3! Muhammad Mustafa Sa’labiy, Ahkamul Mawarisi bainal Figh wal Qanun, (Beirut: Dar an-
Nihfatu al-*arabiyyah, 1987), 288.

52 Fatchur Rahman, Zlmy Waris, 358-359.

* Muhammad Mustafa Sa’labiy, Ahkamul Mawirisi bainal Figh wal Qintin, 285-288.

% Ibid,, 285.

%> Muhammad Yiisuf Miisa, At-Tirkatu wal Mirasu £il Islam, 281.



BAB III
ISLAM DAN ADAT DALAM BUDAYA MINANGKABAU

A. Islam dalam Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau adalah sebuah suku bangsa yang mendiami
wilayah Sumatera Barat. Suku di Minangkabau diperintah oleh seorang
penghulu yang dipilih karena seorang penghulu akan menjadi orang yang besar
dalam kaumnya. “Nan tinggi tampak jauah, nan terberombong jolong basuo,
kayu gadang di tangah padang, tampek balinduang kapanehan, tampek bataduh
kahujanan, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, pai tampek
batanyo, pulang tampek babarito”.’ Penghulu dalam adat Minangkabau bergelar
“datuak”, Biasanya, para penghulu tersebut disebut “niniak mamak”, yang
merupakan pemimpin dalam sebuah kaum.

Masyarakat adat Minangkabau sangat memegang teguh adatnya. Di
Minangkabau, adat yang telah lama dipakai terdiri dari empat macam, yaitu:’
a. “Adat nan sabana adat ”(adat yang sebenar adat)

Adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak

Allah. Menjadi undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-

! AM Datuak Maruhun dan D. H. Bagindo Tanameh, Hukum Adat dan Adat Minangkabau:
Luhak nan Tiga Laras nan Dua, (Jakarta: Poesaka Aseli, tt), 12-14.

2 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1997), 56-58.
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ubah. Ada juga yang menyebut bahwa adat nan sabana adat ini sama dengan
adat yang datang dari Allah SWT.
b. “Adat nan diadatkan”

Adalah adat yang dibuat oleh pengatur tata alam Minangkabau, yaitu
Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatiah nan Sabatang. Adat ini juga bersifat
abadi dan tidak berubah-ubah, seperti kata pepatah “indak lakang dek paneh,
indak lapuak dek ujan”.

c. “Adat nan teradat”

Adat yang dipakai, tetapi berbeda-beda di setiap daerah. Aturan adat
ini disesuaikan menurut keadaan dan tempat, serta merupakan aturan untuk
menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

d. Adat istiadat

Dikiaskan dalam pepatah “di mano aia urang disauak, disinan adat
urang diturut”. Jadi adat istiadat adalah penyesuaian diri terhadap adat
setempat yang berbeda-beda.

Selain memegang teguh adatnya, masyarakat Minangkabau juga sangat
mentaati agamanya. Pada waktu Islam masuk ke daerah Minangkabau, Islam
menemukan adat Minangkabau dalam bentuknya yang terpadu dengan
membawa sedikit pengaruh dari kebudayaan Hindw/Budha. Islam membawa
ajaran tentang keyakinan dan tatanan kehidupan masyarakat (Syariah). Di

Minangkabau berlaku norma adat yang berisi aturan tentang kehidupan sosial
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umat manusia. Dengan begitu, terjadilah persentuhan di antara dua norma
tersebut.’

Dalam tahap pertama, adat dan syara’ berjalan sendiri-sendiri dalam batas
yang tidak saling mempengaruhi. Ini berarti bahwa masyarakat Minangkabau
menjalankan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, tetapi dalam
kehidupan sosial, hukum adat masih berlaku. Dalam tahap kedua, dalam
pelaksanaannya salah satu menyandar pada pihak yang lain. Dalam tahap ini,
berarti bahwa adat tetap berlangsung, sedangkan agama Islam diterima adanya
oleh adat. * Tahap ketiga adalah tahap tercapainya penyiaran Islam. Pada masa
ini timbullah rasa tidak puas di antara para pemuka agama terhadap toleransi
yang berlebihan terhadap kelompok adat.’

Berawal dari konflik tersebutlah akhirmya diadakan konsensus Marapalam
yang diadakan antara para pemuka agama dengan kelompok adat. Isi penting
dari konsensus tersebut adalah “adat basyandi Syara’, syara’ basandi Kitabullah,

Syara’ mangato, adat mamakai.”

' Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 170.

4 Ibid, 173-174.
5 Ibid, 177.
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B. Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau

Hukum waris Minangkabau merupakan bagian hukum adat yang banyak
seluk beluknya. Pada satu sisi, merupakan bagian dari kelanjutan susunan
hukum matrilineal, akan tetapi, di lain sisi hukum waris di Minangkabau
mempunyai sangkut paut dengan hukum waris menurut syara’.® Hukum waris
menurut hukum adat Minangkabau merupakan masalah yang aktual yang tidak
henti-hentinya diperbincangkan dan dipersoalkan. Mereka berasal dari satu ibu
asal yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara
perempuan , ibu dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan.’

Dalam adat Minangkabau, berpindahnya harta dari pewaris (pemilik
harta) kepada waris atau ahli waris (penerima harta yang diserahkan) yang akan
menjadi miliknya setelah pemilik asalnya meninggal dunia seperti diungkapkan
pepatah “warih dijawek, pusako ditolong”’ Dalam masyarakat Minangkabau
yang memiliki sistem kekeluargaan matrilineal, sistem kewarisannya adalah
sistem kewarisan kolektif. Dalam petitih adat Minangkabau, disebutkan “dari

niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan”. Mamak yang

® Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1997), 88.

7 Jahja, Hukum Waris dan Tapah dan Praktek-praktek Peradilan, dalam Menggali Hukum
Tanah dan Hukum waris Minangkabau, Ed Mochtar Naim, (Padang: Center for Minangkabau Studies
Press, 1968), 83-84.

¥ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah: Pedoman Hidup Banagari, (Padang: Sako Batuah, 2002), 64.
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dimaksudkan di sini adalah saudara laki-laki ibu. Yang dapat diturunkan atau

diwariskan dalam masyarakat Minangkabau tersebut adalah “sako” (gelar dan

jabatan) dan “pusako” (harta benda).

“Pusako ” adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun
temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu, berupa hutan, tanah,
sawah, ladang, perumahan, emas, perak, dan lainnya. Harta ini tidak dapat
dihibahkan kepada orang lain, tetapi terkadang di tengah masyarakat
Minangkabau, harta ini dihibahkan kepada “anak pisang” yang dianggap berjasa
pada keluarga tersebut.’ Sedangkan pusaka tinggi adalah harta kaum yang
diterima secara turun temurun dari niniak ke mamak, dari mamak kepada
kemenakan. Harta kaum tidak dapat diturunkan kepada anak menurut hukum
syara’, karena bukan miliknya.'’

Menurut adat, untuk memanfaatkan tanah “pusako” tinggi berlaku empat
asas, yaitu:“

1) Asas terpisah, yaitu terpisah antara tanah dan tumbuh-tumbuhan dan
bangunan di atasnya. Anggota kaum hanya memperoleh hak pinjam dari
kaum, yang kemudian disebut “ganggam bauntuak ”. Pemilik tanah tersebut
adalah seluruh anggota kaum, sedangkan penguasanya adalah mamak kepala

waris.

% Ibid,, 68-69.
1 id,
" Ibid, 75-76.
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2) Asas komunal, yaitu tanah “pusako ” dimiliki secara bersama oleh seluruh
anggota kaum, tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada
masing-masing pemegang “ganggam bauntuak

3) Asas keutamaan, bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas
utama dalam mewarisi tanah “pusako tinggi” kalau dibandingkan kemenakan
bertali adat.

4) Asas unilateral, ialah pewarisan tanah ‘pusako tinggi”hanya berlaku untuk
satu garis keturunan ibu (matrilinial).

Setiap harta yang didapat, tidak boleh dibagi-bagikan oleh penerima.
Setiap harta pusaka dijaga keutuhannya demi menjaga keutuhan kaum kerabat.
Antara kemenakan laki-laki dan perempuan yang menerima harta pusaka
memiliki kewenangan yang berbeda. Laki-laki mempunyai hak mengusahakan,
sedangkan perempuan berhak memiliki.'” Semua anak hanya dapat menjadi ahli
waris dari ibunya sendiri. Dan jika yang meninggal itu adalah seorang laki-laki,
maka anak dan janda bukanlah menjadi ahli waris. Ahli warisnya adalah seluruh
kemenakannya. '

Masyarakat Minangkabau juga mengenal adanya harta pencaharian.
Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh karena usaha pribadi. Apabila

harta pencaharian tersebut dihasilkan di daerahnya sendiri Minangkabau, maka

> A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: PT
Pustaka Grafitipers, 1986), 159.
B Jahja, Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek Peradilan, 84.
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hak waris dari harta tersebut jatuh kepada hukum adat. Sedangkan apabila
dihasilkan dari daerah rantau, maka hak waris harta tersebut jatuh kepada hukum
Islam.'* Harta pencaharian ini ada yang memasukkan ke dalam bagian harta
pusaka rendah dan ada yang tidak memasukkannya ke dalam harta pusaka
rendah. Harta pusaka rendah adalah harta yang masih terang asal usul dan
pemakaiannya lebih bebas daripada harta pusaka tinggi. Yang termasuk harta
pusaka rendah adalah harta suarang, harta serikat, dan harta pemberian."

Semenjak Islam masuk ke daerah Minangkabau, berdasarkan hasil
keputusan para pemuka adat dan pemuka Islam seperti yang tertuang dalam
konsensus Marapalam, maka secara konseptual, adat yang berlaku di
Minangkabau harus sejalan dengan ajaran Islam. Segala adat yang tidak sejalan
dengan aturan Islam dinyatakan tidak berlaku lagi.'® Petitih adat yang
mengatakan “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, syara’ mangato,
adat mamakai . Adat berdasarkan syara’ (hukum), sedangkan syara’ berdasarkan
kepada al-Qur’an dan hadis. Apabila terdapat aturan adat yang menyalahi syara’,
maka yang dipergunakan adalah aturan syara’, sedangkan aturan adat yang telah
ada ditinggalkan.

Kenyataannya yang terjadi di masyarakat, aturan adat yang menyimpang

dari syara’ masih banyak diterapkan pada masyarakat adat Minangkabau.

“ M. Rasjid Sarumala, Monografi Hukum Adat Daerah Sumatera Barat (Buku II),
(DeparE?men Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993/1994), 429-430.
Ibid, 433.
'® Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 24.



51

Termasuk dalam hal hukum waris. Hukum waris Islam yang menganut sistem
waris patrilineal (garis keturunan bapak) sangat berbeda jauh dengan sistem
waris adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau masih menerapkan
sistem kewarisan matrilineal dalam hal pembagian harta warisan.

Dalam aturan hukum Islam juga diperbolehkan melakukan perdamaian
dalam proses pembagian warisan. Para ahli waris jika dengan kehendaknya
sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan secara hukum adat sehingga
anak perempuan dan laki-laki dapat pembagian yang sama, maka dianggap sah
dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.'” Pada masyarakat Minangkabau,
kemenakan (anak dari saudara perempuan) adalah ahli waris yang sah terhadap
harta pusaka, sedangkan menurut hukum waris Islam kemenakan ditempatkan
sebagai Zawil arham yang akan mendapatkan warisan apabila ahli waris yang

lebih dekat tidak ada.'®

C. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau
Hukum waris Islam merupakan hukum yang paling rinci dibahas di dalam
al-Qur'an. Hal ini dikarenakan bahwa kewarisan merupakan masalah yang
berhubungan dengan harta. Permasalahan harta biasanya berpotensi untuk

menimbulkan sengketa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka menggunakan

""Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 217,
lihat juga Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 287.
18 bid, 289.



52

hukum atau ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam hukum kewarisan
merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan warisan.

Di dalam al-Qur’an telah diatur secara jelas mengenai bagian-bagian yang
akan didapatkan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Suami atau
istri mendapatkan warisan karena adanya hubungan perkawinan. Sedangkan
kedua orang tua dan anak akan mendapatkan warisan karena ada hubungan darah
dengan pewaris. Jika semua ahli waris ada, maka yang akan mendapatkan
warisan hanyalah suami atau istri, ibu, bapak, serta anak. Mereka adalah para
ahli waris Zu/ fara’id yang bagiannya telah ditetapkan di dalam al-Qur’an.

Para ulama fikih berpendapat bahwa ketetapan Allah yang langsung
berhubungan dengan kehidupan masyarakat (bidang mu’amalah) terbatas pada
yang pokok-pokok saja. Sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad.
Karena itu, maka berlakulah asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan
boleh dilakukan kecuali ada larangan dalam al-Qur’an dan hadis.'”” Karena
masalah waris merupakan permasalahan hak dan kewajiban individu terhadap
harta waris, maka setiap ahli waris mempunyai hak untuk melakukan apa saja
terhadap harta waris tersebut.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan aturan
dalam bidang fikih bagi umat muslim di Indonesia, telah membawa dampak yang

positif bagi pembangunan hukum fikih di Indonesia. Dengan adanya Kompilasi

1 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, 36.
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Hukum Islam, keberagaman aturan fikih merupakan sesuatu hal yang mungkin
untuk terjadi. Selain masalah pernikahan, Kompilasi Hukum Islam juga
mengatur mengenai hukum kewarisan yang diatur di dalam buku II Kompilasi
Hukum Islam. Di dalam buku II tersebut juga diatur secara jelas pengertian
waris, pewaris, tirkah, para ahli waris, bagian-bagian ahli waris, serta masalah-
masalah khusus dalam hal kewarisan.

Hukum kewarisan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam
adalah hal-hal yang pokok saja. Hal ini dikarenakan bahwa Kompilasi Hukum
Islam hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang
kewarisan. Pengembangannya dari pasal-pasal yang terdapat di dalam KHI
diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama. Para hakim wajib memperhatikan
dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,
sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.?’

Sampai sekarang ini, masalah hukum kewarisan masih tetap menjadi
persoalan yang banyak diperbincangkan. Pengaruh hukum Islam terhadap hukum
Waris adat yang terdapat di Minangkabau sangat tampak. Dengan adanya
berbagai usaha untuk menyatukan antara hukum waris Islam dengan hukum
waris adat, maka sering kali timbul masalah-masalah dalam bidang kewarisan

ini.

% Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, 3311.
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Pembagian harta warisan yang terjadi dalam lingkungan adat
Minangkabau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ahli waris yang
mendapatkan harta warisan dalam adat Minangkabau adalah kemenakan. Untuk
melegalkan pewarisan dari mamak kepada kemenakan, maka penyelesaiannya
biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat di antara para ahli waris
yang merupakan falsafah hidup orang Minangkabau. Karena pembagian warisan
dengan jalan musyawarah mufakat ini sudah berlangsung dari dulu, maka
sampai sekarang hal itu tetap dilakukan.

Permasalahannya sekarang ini adalah bahwa pembagian warisan yang
dilakukan langsung menggunakan hukum adat. Para ahli waris tidak mengetahui
bagian yang seharusnya mereka terima dari harta warisan tersebut. Yang mereka
ketahui hanyalah bahwa mereka tidak akan mendapatkan harta warisan karena
hukum adat mengatakan demikian. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan
ajaran Islam, terjadinya perjanjian di antara para ahli waris tanpa diketahui
bagiannya masing-masing sebelumnya.

Sering juga terjadi pertikaian di antara para ahli waris. Hal ini
dikarenakan, di dalam adat Minangkabau, terdapat dua macam harta yaitu harta
pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka jatuh kepada kemenakan,
sedangkan harta pencaharian diberikan kepada anak. Walaupun terdapat
pembagian yang berbeda di antara kedua harta tersebut, dalam kenyataannya

sulit untuk memisahkan di antara kedua harta tersebut. Mamak kepala waris
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bisa saja dalam kehidupannya sehari-hari dalam mencari nafkah untuk
keluarganya, mengelola harta pusaka. Dari harta pusaka tersebut timbullah harta
pencaharian.

Apabila mamak kepala waris meninggal dunia, akan terjadi pertikaian di
antara ahli waris. Para kemenakan mengklaim bahwa harta tersebut adalah harta
pusaka, sehingga scharusnya yang mendapatkan warisan adalah mereka.
Sedangkan anak dari mamak kepala waris juga beranggapan bahwa harta
tersebut adalah harta pencaharian, karena selama ini ayah mereka mengelola
harta tersebut untuk menghidupi keluarga.

Apabila hal tersebut terjadi, biasanya para ahli waris akan minta
diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian
permasalahannya akan dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai
kata mufakat. Musyawarah dilakukan agar keputusan yang diambil dapat
menguntungkan kedua belah pihak. Sebelum tercapai kata mufakat, maka
keputusan tidak akan disampaikan sehingga dapat menguntungkan kedua belah
pihak.

Berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam waris pada masyarakat
Minangkabau adalah:?'

1. Harta tersebut langsung diperoleh anak-anaknya, sedangkan para kemenakan

tidak menggugat.

*! Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adst Minangksbau, 97.
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2. Jatuhnya harta tersebut kepada anak-anaknya digugat oleh para kemenakan.
3. Anak-anak yang mendapatkan pusaka dari ayahnya, memberikan sebagian
harta tersebut kepada kemenakan.

Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Minanngkabau,
juga dibedakan antara harta pencaharian dengan harta pusaka. Harta pencaharian
tersebut juga harus jelas, sebagian atau seluruhnya apakah sudah dihibahkan
kepada anak pewaris atau kemenakannya. Apabila telah dihibahkan, tentunya
harta tersebut merupakan hak orang yang bersangkutan. Jika pihak “bako”
(saudara pewaris) menuntut bagiannya, maka diselesaikan dengan jalan mufakat.
Sedangkan, mengenai pembagian harta pusaka untuk menentukan siapa yang
akan memegang hak “ganggam bauntuak” diselesaikan dengan jalan mufakat.
Mengenai harta pencaharian, yang dipersoalkan adalah apakah harta pencaharian
tersebut dapat diwariskan oleh bapak kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal
ini, para ahli hukum adat mengatakan bahwa harta pencaharian tidak mempunyai
status hukum di dalam adat dan harta pencaharian bukan juga termasuk harta
pusaka rendah. 22

Pembagian waris kepada ahli waris menurut hukum adat, merupakan
pemecahan persoalan yang secara konkret saja. Pada dasarnya, penyelesaian
sengketa kewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau diambil

berdasarkan atas perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemuka adat dan

2 Ibid, 98-100.
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ulama yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Putusan yang
diambil nantinya hanya berdasarkan kata mufakat. Hal ini berbeda dengan
hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, masing-masing ahli
waris mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, secara berangsur-angsur
kehidupan masyarakat Minangkabau telah berkembang ke arah susunan yang
baru. Dalam lingkungan keluarga, pertalian sanak keluarga yang begitu erat
dewasa ini sudah mulai kabur. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masuknya
Islam ke daerah Minangkabau telah membawa perubahan yang besar terhadap
masyarakat Minangkabau. Dalam Islam, terjadinya perkawinan mengakibatkan
timbulnya keluarga baru, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau,
perkawinan hanyalah menambah jumlah anggota “paruik” istri. Istri dan suami
tetap terikat di dalam pertalian keluarganya masing-masing.*

Islam mengajarkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga yang harus
memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Akibatnya, hubungan yang
seharusnya erat di antara mamak dengan kemenakan, telah kelihatan samar-
samar, bahkan kabur sama sekali. Hubungan antara mamak dengan kemenakan
sekarang tinggal di dalam formalitas belaka. Didesak oleh kebutuhan hidup yang
kian maju, bertambah banyaklah orang Minangkabau yang bergerak ke arah

susunan keluarga yang baru, di mana ayah merupakan pemimpin keluarga.

B Ibid, 122.
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Perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau ini masih
berjalan lambat. Sampai sekarang ini adat masih tetap dianut, masih tetap hidup
di dalam kesadaran hukum orang Minangkabau. Walaupun isinya mungkin sudah
dinamik, akan tetapi formalitasnya masih tetap ada.*

Menurut Anas, scorang ahli hukum adat Minangkabau, adat
Minangkabau yang matrilineal ini sedang menuju masyarakat yang bilateral atau
parental. Sekarang ini sedang dalam suasana transisi. Masa transisi adalah masa
yang paling pahit. Adat Minangkabau sedang menghadapi kristalisasi,
perkembangan, bukan penyusutan dan adat Minangkabau tidak akan dihapus.
Selama ada tanah Minangkabau, tentu akan ada adat Minangkabau, hanya saja
zaman Minangkabau dahulu, sekarang dan lusa tentu akan mengalami
perubahan.?

Untuk menjembatani adat dengan agama dalam hal waris di
Minangkabau, Yahya Datuak Kayo seorang ulama yang berasal dari daerah Koto
Gadang berpendapat, bahwa supaya jangan terjadi perselisihan dan sengketa
antara anak dan kemenakan di kemudian hari setelah sepeninggal seorang bapak
atau mamak maka sudah waktunya semua penghulu, alim ulama, dan cerdik
pandai di seluruh Minangkabau membentuk suatu badan yang dimaksudkan

untik mencari dan menetapkan peraturan sebagai berikut: 2

24 o
Ibid, 136.
® Anas, Masalsh Hukum Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau, mimeo.
% Azizah Etek dan Mursjid A. M., Koto Gadang Masa Kolonial, (Yogyakarta: LKiS, 2007),
255-256
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a) Supaya kita di Minangkabau dapat taat dengan sepenuhnya pada agama
yang suci.
b) Supaya kita di Minangkabau dapat memperkokoh adat kita beranak

berkemenakan tentang harta.



BAB IV
PANDANGAN SYAIKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA
MASYARAKAT MINANGKABAU

A. Biografi dan Karya-karya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
1. Biografi Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, mempunyai nama lengkap
Syaikh Ahmad Khatib Abdul Latief al-Minangkabawi. Lahir di Koto
Gadang Bukittinggi Sumatera Barat, pada hari Senin tanggal 6 Dzulhijjah
1276 H atau 26 Juni 1860 (menurut Hamka, sedangkan menurut Deliar Noer
pada tahun 1855)" dan wafat di Makkah pada hari Senin 8 Jumadil Awal
1334 H atau 13 Maret 1916 M.?

Ayahnya bernama Abdul Latief, merupakan adalah seorang jaksa
kepala di Padang. Dari pihak ayahnya, Ahmad Khatib bersepupu dengan
Agus Salim, seorang cendekiawan dan pemimpin Islam yang berpengaruh.

Sedangkan ibunya, Limbak Urai merupakan anak dari salah seorang tokoh

! Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi /s/am, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2005), jilid 1, 111.
? Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka
Tarbiyah, 1995), 194.
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terkemuka dalam golongan Paderi yaitu Tuanku Nan Renceh.’ Dari pihak
ibunya, Ahmad Khatib adalah saudara sepupu Syaikh Taher Jalaluddin,
seorang ulama besar Minangkabau. Dilihat dari kedua orang tuanya,
nampaklah bahwa Ahmad Khatib dilahirkan dari keluarga yang terpandang
pada masa itu.

Dilahirkan di Bukittinggi pada tahun 1855 M dari kalangan keluarga
yang mempunyai latar belakang agama dan adat yang kuat, Syaikh Ahmad
Khatib memperoleh pendidikan agama yang kuat dari keluarganya. Selain
itu, untuk menambah wawasannya agar menjadi luas, Ahmad Khatib juga
bersekolah pada sekolah rendah dan sekolah guru yang didirikan oleh
Belanda di kota kelahirannya.*

Dengan diantar ayahnya, Ahmad Khatib pergi ke Makkah pada tahun
1876 M untuk melanjutkan pelajarannya. Setelah berada di Makkah barulah
Ahmad Khatib mendapat pendidikan agama yang mendalam dari ulama
Makkah terutama Sayid Bakri Syatha, Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan,
Syeikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki dan lain-lain.’ Berkat
kecerdasan dan ketekunannya, Ahmad Khatib berhasil mencapai kedudukan

tertinggi dalam mengajarkan agama, yaitu sebagai imam dari mazhab

3 Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta; Bulan
Bintang, 1984), 139,

% Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Cet.5, (Jakarta: LP3ES, 1990),
38-39.

* www.tamanhabib.co.cc, diakses tanggal 30 Juni 2011
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Syafi’i di Masjid al-Haram dan juga seorang mufii besar dari mazhab
Syafi’i.5

Walaupun tidak pemah kembali ke daerah asalnya, tetapi Ahmad
Khatib tetap mempunyai hubungan dengan daerah asalnya melalui orang-
orang yang naik haji ke Makkah dan belajar padanya, serta kemudian
menjadi guru di daerah asalnya masing-masing.” Ahmad Khatib adalah satu-
satunya ulama Indonesia yang mencapai derajat setinggi jabatan yang
dipangkunya di Makkah Mukarramah. Banyak sekali murid beliau bangsa
Indonesia pada abad ke-14 H yang belajar kepada beliau tentang ilmu fikih
Syafi’i, yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada pertengahan abad
ini di Indonesia.®

Di antara murid-muridnya yang dapat dicatat adalah Syaikh
Muhammad Nur (mufii Kerajaan Langkat), Syaikh Hasan Maksum (mufti
Kerajaan Deli yang bergelar Imam Paduka Tuan), Syaikh Muhammad
Shaleh (muf?iKerajaan Selangor), Syaikh Muhammad Zain (mufti Kerajaan
Perak), H. Muhammad Nur Ismail (Qadi Kerajaan Langkat), Syaikh
Sulaiman ar-Rasuli dari Canduang Bukittinggi, Syaikh Muhammad Jamil

Jaho Padang Panjang (pemimpin Perti), Syaikh Abbas Qadhi Ladang Lawa

6 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, 111. Lihat juga Siradjuddin Abbas, Sejaralh dan
Keagungan Mazhab Syafi’i, 194.

" Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 19001942, 38-39,

¥ Siradjuddin Abbas, Sejaral dan Keagungan Mazhab Syafi’i, 194.
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Bukittinggi, Syaikh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki, Syaikh Khatib
Ali Padang, Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Syaikh Mustafa Husein (dari
Purba Mandailing), Syaikh Hasan Maksum Medan (dari Deli), KH. Ahmad
Dahlan (Pendiri Muhammadiah), dan KH. Hasyim Asy’ari (pendiri Ponpes
Tebu Ireng dan kemudian menjadi pemimpin NU), serta banyak lagi ulama
di Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, yang merupakan murid Ahmad
Khatib.”

Mengenai masalah-masalah di Minangkabau, Syaikh Ahmad Khatib
terkenal sangat menolak dua macam kebiasaan. Ia menentang Tarikat
Nagsyabandiyah yang sangat banyak dipraktekkan pada masa itu. Dan ia
pun sangat menentang peraturan-peraturan adat tentang hal waris. Kedua
hal ini merupakan masalah yang terus-menerus ditentang kemudian oleh
pembaharu-pembaharu lain di daerah tersebut.'® Syaikh Ahmad Khatib al-
Minangkabawi ini boleh dikatakan menjadi tiang tengah dari mazhab
Syafi’i dalam dunia Islam pada abad ke-XIV. Dia adalah pembaharu
pertama yang membawa perubahan terhadap adat dan budaya

Minangkabau.

® Siradjuddin Abbas Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, 195. Lihat juga Abdul Aziz
Dahlan, Ensiklopeds Islam, 111-112.
' Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, 40,
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2. Perjuangan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

Sebagai ahli di bidang fikih dan hukum Islam, Ahmad Khatib banyak
mengarang buku yang pada umumnya berisikan permasalahan yang sedang
dihadapi. Khusus terhadap Minangkabau, Ahmad Khatib melihat ada dua
masalah yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: yang berkenaan
dengan perkembangan tarekat Naksyabandiyah di waktu itu dan masalah
pembagian harta pusaka serta sistem keturunan matrilineal."!

Khusus yang berkaitan dengan pandangan dan pendapatnya mengenai
Tarekat Naksyabandiyah, Ahmad Khatib menulis tiga buku, yaitu : Jzhar
Zagli al-Kazibin fi Tasyabbuhihim bi as-Sadigin , al-Ayat al-Bayyinah Ii al-
Munsifin fi Izalah Khurafat ba’da alMuta’assibin, dan as-Saif al-Battar fi
Mahq Kalimah ba’da Ahli al-igtirar. Buku ini pertama kali diterbitkan di
Padang pada tahun 1906, kemudian dicetak ulang tahun 1908. Buku ini
merupakan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya
seputar Tarekat Naksyabandiyah yang berkembang di Minangkabau. Buku
kedva al-Ayat al-Bayyinah i al-Munsifin fi Izalah Khurafat ba’da al-
Muta’assibin, mempertahankan fatwanya tentang Tarekat Naksyabandiyah
dan menolak segala bantahan terhadap buku pertama. Pada tahun terbitnya

buku itu, datang surat dari Syaikh Abdullah bin Abdullah al-Khalidi dari

' Mas’'ud Abidin, Ensikiopedi Minangkabau, (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau,
2005)halaman 50.
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Tanah Datar yang isinya menyalahkan Ahmad Khatib dan mempertahankan
tarckat Naksyabandiyah. Sebagai jawaban atas buku itu, Ahmad Khatib
menulis bukunya yang ketiga.'?

Sedangkan dalam menentang pembagian harta pusaka di
Minangkabau, Ahmad Khatib menulis sebuah buku dalam bahasa Arab pada
tahun 1891 yang berjudul Ad da’7 al-masmu’ fir rad ‘ala man yuwarrisu al-
ikhwah wa awlad al akhwat ma’a wujud al usul wal furu’. Pada tahun 1893,
buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan judul A/ Manhaj al
masyru’. Buku ini membahas soal pembagian harta pusaka sebagaimana
yang terdapat dalam buku-buku fikih atau fara’id (hukum waris Islam
lainnya). Dalam buku itu, Ahmad Khatib menyatakan bahwa seluruh harta
pusaka yang diwarisi kemenakan adalah sama dengan harta rampasan dan
merupakan dosa besar karena berarti merampas harta benda anak yatim
piatu. Menurutnya, mereka yang melaksanakan hukum warisan dengan cara
yang berlaku di Minangkabau telah menjadi fasik dan harus bertaubat, jika
tidak dia akan menjadi murtad. Bahkan, Ahmad Khatib mengatakan bahwa
orang-orang yang mempertahankan sistem ini tidak dapat dijadikan saksi
dalam perkawinan dan tidak berhak mendapatkan pemakaman secara

Islam."

12 Ibid, lihat juga Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, 196-197.
13 -
Ibid,,
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Pendapat Ahmad Khatib ini mendapat tantangan dari kalangan kaum
adat dan ulama di Minangkabau pada waktu itu. Di antara penentangnya
dari kaum adat adalah Datuk Sutan Maharajo yang menulis serangannya
dalam majalah Pelita Kecil (1894). Serangan dari kalangan ulama datang
dari Syaikh Muhammad Sa’ad Mungkar dalam bukunya Tanbik al-‘awam.
Sekalipun mendapat tantangan, Ahmad Khatib tidak bosan-bosannya
meyakinkan orang-orang sedacrahnya yang datang menunaikan ibadah haji,
bahwa pembagian harta pusaka itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Kemudian, orang mencari jalan keluar dengan membedakan antara harta
pusaka dan harta pencaharian. Terhadap kelompok pertama, tetap dilakukan
pembagian menurut adat. Adapun yang kedua, yakni harta pencaharian atau
harta pusaka rendah, dibagi menurut fara’d (hukum Islam). Peraturan
semacam ini antara lain diterapkan di Muara labuh oleh Syaikh Khatib Ali

yang dianggap pengikut kuat Ahmad Khatib,'*

" Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942), 235-2317.
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3. Karya-karya Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi
Di antara karangan Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang banyak
tersiar di Indonesia adalah:'’
1. Riyadathul Wardhiyah dalam ilmu fikih
2. Al-Khitathul Mardhiah, soal membaca Usalli
3. Al-Manhajul Masyru’soal fara’id (harta pusaka)
4. Ad-Dalilul Masmu’ soal hukum pembagian harta pusaka
5. An-Nafahaat, Syarah waraqgaat (usul fikih)
6. Irsyadur Hajara fi Raddhi alan Nashara
7. Taobihul Awam, masalah Syarikat Islam
8. Ignaun Nufis, tentang zakat uang kertas

9. Itsbatus Zain, dan lain-lain.

B. Pendapat Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam Pembagian Warisan
Selain sebagai imam mazhab, Ahmad Khatib juga merupakan seorang
sufi yang menolak bagian bid’ah dari tarigahnya, seperti wahdah al-wujud
(panteisme) dan pemakaian rabitah atau wasilah (penengah) dan tetap menganut
aliran hukum Syafi’i. Ahmad Khatib menekankan pengajarannya pada

penerapan hukum agama dan menolak praktek-praktek aliran mistik. Maka tidak

'* Siradjuddin Abbas Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, 195.
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mengherankan bahwa sasaran utamanya menyangkut praktek-praktek kehidupan
Minangkabau, yaitu berbagai aliran farigah dan hukum waris adat. Menurut
pendapatnya, keduanya merupakan sisa-sisa sinkretik dan tidak sah dari suatu
masyarakat yang belum mendapat penyuluhan, yang harus dibuang dari praktek
schari-hari kaum muslimin di Minangkabau, sebelum mereka dapat mulai

mempraktekkan ajaran murni Islam.

Ahmad Khatib menulis beberapa buku tentang penolakannya akan
hukum waris adat di Minangkabau. Ahmad Khatib menulis dalam kitabnya ad
da’l al-masmu’ fir rad ‘ala man yuwarrisu al-ikhwah wa awlad al akhwat ma’a

wujud al usul wal furu™

Sy ¢ ghowr O o S &y adals QJT @ﬂQﬂbla}uJ&ng}TLg)ﬁ

y:%fw@f@é'isd&séw@,&&}p&»ﬂuﬂs;.:ig)f:lc,.,f,_s.i
£ oS S 583 S O e 3 g M cSn Ly oy O s il 3,2
IGQYﬁc&fﬂgﬁ;Oiac&f&ﬁﬁf@r&ﬁg&/wauOb

“Bahwasanya orang Jahiliyah sebelum diutusnya nabi kita Muhammad SAW
berpusaka dengan menyalahi Syari’at, tetapi tatkala datang nabi kita
Muhammad SAW dengan Syariat dari Allah SWT dan nyata bagi mereka itu
jalan yang hak, maka beriman mereka dengan segala hukum Syariat dan
tiadalah mereka memilih hukum yang mereka inginkan dan meninggalkan
mereka akan lainnya”.

'¢ Ahmad Khatib al-Minangkabawi, A/ Da’il al-masmu’ i Raad ‘ala Yuwarrithu al-Ikhwah wa
Awlad al Akhwat ma’a Wujud al Ushul wal Furu’, (Makkah: 1311 H), 3.



69

Selanjutnya mengenai waris adat Minangkabau, beliau mengatakan:

ot Blady 503 9olS (ST Jl Y ogyp Judl 3087 O Ojde ST STl
S Nw.ﬂuj y‘{uﬂ A.‘.}'LOJD 0990 ol y\f.ufd'ﬂgaw'b 413@ rﬁ»-
tsts aSTal 01> i dbl ogj3m ST 3alS” SUKain O a5l oy ST 5alS 0y
05 0l S5 3 s S S e
“Adakah akan sempurna iman kamu apabila menyuruh Allah SWT dengan
berpusaka berdasarkan hukum yang telah diturunkan-Nya kepadamu,
kemudian Parpatiah menyuruhmu berpusaka kepada kemenakan. Maka kamu
mengikuti suruhan Parpatiah dan meninggalkan suruhan Allah SWT. Adakah
dinamai mu’min kamu jika seperti itu pekerjaan kamu”.

Kritiknya yang pedas mengenai praktek hukum waris menurut garis ibu,
ditanggapi seorang pemimpin adat Datuk Sutan Maharaja (1894), yang
merupakan seorang wartawan terkenal pada berbagai majalah, seperti Pelita
Ketjil, Warta Berita, Tjahaya Soematra, serta Oetoesan Malajoe. Leluhur Datuk
Sutan Maharaja terbunuh sewaktu Gerakan Pembaharuan Islam Pertama di
Minangkabau di awal abad ke-19 atau Gerakan Paderi, karena menentang
gerakan tersebut. Karenanya, ia menyimpan dendam dan didorong oleh
kebenciannya akan gerakan agama apapun, ia menolak ajaran Ahmad Khatib
dan menudingnya sebagai seorang Wahabi. [a memperingatkan orang
Minangkabau: “Jangan biarkan peristiwa Paderi terulang lagi. Kita harus

berupaya supaya tidak kehilangan kemerdekaan dan menjadi tunduk pada orang-

orang dari Makkah.

7 1bid, 3-4.
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Ahmad Khatib berhasil menyebarkan pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran
ke Hindia-Timur (Indonesia dan Malaya), khususnya daerah Minangkabau,
karena sebagian besar muridnya berasal dari sana. Ia berhasil membekali para
muridnya dari Minangkabau dengan dua pelajaran penting. Pertama-tama,
dengan sikap liberal yang dicontohkannya sendiri ia telah membuka pintu bagi
mereka untuk menjalankan ijtihad. Kedua, ia menanamkan pada mereka
keharusan untuk memurnikan agama dari praktek-praktek keagamaan yang tidak
benar seperti di dacrah Minangkabau.

Ahmad Khatib berpendapat bahwa seseorang yang menyalahi aturan
Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mengenai kewarisan yang telah
diturunkan maka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini

berdasarkan firman Allah Ta’ala dalam surat a/-Ma’idah (5) ayat 44:'®

19 PR PR S P i, o&% d oo
COXI U YA TN [t e S BTN

Artinya: “Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan
Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.

Maka, barang siapa yang tiadalah seseorang itu beriman, sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’(4) ayat 65:

z op 4 { ‘o, . 4 . A ’, . % o - L4
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'® Ahmad Khatib al-Minangkabawi, A/ Da’il al-masmu’, 5.

' Departemen Agama, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnys, 115.
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Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka
menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan
terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan
sepenuhnya”.
C. Pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang Pelaksanaan
Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau

Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi yang merupakan ulama
pembaharu yang berasal dari daerah Minangkabau berpendapat bahwa dalam
melaksanakan pembagian warisan harus menggunakan hukum Islam. Terutama di
daerah Minangkabau, yang merupakan daerah asal Ahmad Khatib yang menganut
paham matrilineal. Bahkan Ahmad Khatib menganggap orang yang tidak
melaksanakan hukum waris menurut aturan yang telah diturunkan oleh Allah
adalah orang kafir, dan akan kekal di dalam neraka.

Setelah penulis menelusuri kitab Ad da7 al-masmu’ fir rad ‘ala man
Yyuwarrisu al-ikhwah wa awlad al akhwat ma’a wujid al usul wal furi’ yang
ditulisnya, dapat diketahui bahwa landasan yang dipakai Ahmad Khatib dalam
menetapkan hukum mengenai kewarisan ini berdasarkan al-Qur’an dan hadis saja.

Penulis setuju dengan dasar utama yang digunakan Ahmad Khatib dalam

menetapkan hukum. Al-Qur’an merupakan Aujjah bagi umat manusia dan bahwa

hukum yang terkandung di dalamnya merupakan undang-undang yang harus

2 bid,
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ditaati karena al-Qur’an diturunkan langsung dari Allah dengan cara yang pasti
serta tidak diragukan lagi kebenarannya.?!

Dan sebagai sumber hukum kedua adalah hadis nabi Muhammad SAW.
Hadis merupakan sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan
hukum syara’ atas perbuatan orang mukallaf Hal ini berarti bahwa aturan yang
terkandung di dalam hadis sejalan dengan hukum yang terkandung di dalam al-
qur’an adalah undang-undang yang harus diikuti.?

Selain menggunakan al-Qur’an dan hadis sebagai dasar hukum, di awal
kitab A/ Da’il al-masmu’, Ahmad Khatib menggunakan metode soal-jawab.
Dengan penggunaan metode ini, diharapkan para pembaca dapat paham
mengenai isi kitab yang ditulisnya. Isi dari soal-jawab ini juga merupakan
permasalahan sehari-hari yang memerlukan kejelasan dan ketegasan, sehingga
dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat dipahami oleh orang awam
sekalipun.

Penulis setuju dengan sikap Ahmad Khatib yang teguh pendirian dalam
mempertahankan al-Qur’an dan hadis sebagai dasar hukum utama dalam
permasalahan waris ini. Walaupun Ahmad Khatib banyak ditentang oleh ulama

lainnya, terutama di daerah asalnya Minangkabau, Ahmad Khatib tetap

2! « Abdul Wahab Khalaf, Jimu Ushul Figh, (Harmain, 2004), 24.
2 vid, 37.
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memegang teguh prinsipnya bahwa tidak boleh melaksanakan hukum waris
dengan hukum adat.

_Walaupun dia adalah seorang mugallid yang taqglid pada pendapat Imam
Syafi’i, karena dia adalah guru besar (muf!/) dan imam Mazhab Syafi’i di
Masjidil Haram, tetapi Ahmad Khatib tidak melarang murid-muridnya untuk
melakukan zjtillzad' Hal ini beliau lakukan untuk memperluas wawasan ilmu yang
telah diﬁélajaﬁ muridnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya murid Ahmad
Khatib yang menjadi ulama di daerah asalnya masing-masing.

Penulis sepakat dengan pendapat Syaikh Ahmad Khatib al-
Minangkabawi bahwa dalam melakukan pembagian warisan harus sesuai dengan
syariat Islam. Karena aturan mengenai hukum waris ini telah secara qat’i diatur
di dalam al-Qur’an dan hadis nabi. Siapa saja yang menjadi ahli waris serta
bagiannya telah jelas diatur. Kalau harta tersebut mau diberikan kepada orang
lain harta warisan tersebut, maka harta warisan tersebut harus dibagi menurut
aturan fara’id, setelah itu terserah harta tersebut mau diapakan. Apakah ingin
diberikan atau dihibahkan seluruhnya kepada kerabat yang membutuhkan, atau
diberikan sebagian. Dengan begitu, harta yang diberikan tersebut bukanlah harta
warisan.

Jadi, menurut penulis, cara yang terbaik dan sedikit menimbulkan konflik
adalah dengan mengikuti pendapat Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi

dalam hal pembagian warisan. Apabila harta tersebut telah diterima masing-
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masing ahli waris, terserah kepada ahli waris. Harta tersebut ingin diberikan
kepada yang bukan ahli waris sebagian atau seluruhnya. Sehingga harta yang
diberikannya tersebut tidak termasuk ke dalam pemberian harta warisan, akan
tetapi hanya pemberian harta semata.

Pelarangan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat seperti
yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi merupakan sesuatu
yang tepat. Hal ini dikarenakan bahwa apabila dilaksanakannya hukum waris
menurut aturan Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka timbulnya pertikaian di
antara ahli waris jarang terjadi, karena aturan tersebut langsung turun dari Allah

SWT, tidak ada yang dapat menggugatnya.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Proses pembagian warisan di lingkungan adat Minangkabau yang menganut
sistem kewarisan kolektif. Anak adalah ahli waris yang berhak
mendapatkan harta warisan sesuai dengan hukum Islam sedangkan
kemenakan adalah ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan dalam
lingkungan adat Minangkabau. Penyelesaian sengketa kewarisan yang
terjadi pada masyarakat Minangkabau diselesaikan oleh para “datuak” atau
alim ulama “cadiak pandai” yang tergabung di dalam Lembaga Kerapatan
Adat Nagari.

Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi berpendapat bahwa dalam
melaksanakan hukum kewarisan harus benar-benar menggunakan aturan
fara’id. Pembagian warisan tidak boleh dilakukan menurut hukum adat
Minangkabau, yang menurutnya adalah sangat bertentangan dengan hukum

kewarisan Islam.
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B. Saran
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pengkajian
pemikiran Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam penulisan skripsi ini,
oleh karenanya perlu dilakukan kajian lebih lanjut demi menyempurnakan

kekurangan tersebut.
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